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LAFORATiT PETAKSAITAAN GOAD CORPORA TE GOVERJVAJVCE

PT. BAIIK PERKREDITAN RAKYAT BATU ARTORF^IO

TAHUN 2OI9

Laporan Pelaksanaan Good Cotporate Gouernance ("GCG") PT Bank perkreditan

Ralqyat Batu Artorejo ("BPRBAr") tahun 2OL9 disusun sesuai dengan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.O3/2015 tanggal 31 Maret 2O1S tentang
Penerapan Good Corporate Gouernance bagi Bank Perkreditan Ratrqyat, dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.O3/2O16 tanggal 10 Maret 2AL6
Perihal Penerapan Good Corporate Gouernance bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan GCG BPRBAT tahun 2OIg terdiri dari:
I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.ffi/2A16 tanggal 1O Maret 2OL6;

dan

il. Laporan Penilaian Sendiri (SefAssessmentl Pelaksanaan GCG tahun 2018.

Pengertian Tata Kelola

Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan (transparancgl, akuntabilitas (accountabilitgl,

pertanggungiawaban {responsibilityl, indepgndensi (independqna.A}, dan kewaiaran
(fairnessl dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tujuan penerapan tata kelola

- meningkatkan kineq'a dan eflisiensi BPR;

- melindungikepentikan stake?nlde4

- meningkatkan kepatuhan man4jemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK

dan Perundang-Undarrgan yang terkini dan relevan;

- meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan
kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;

- melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum;
- menarik minat dan kepercayaan masyarakat. i
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I.

A.

TRAITSPARANSI PELAKSANAAIT GCG
STRI'KTTIR ORGANISASI PT. BPR BATU ARTORS.IO

BAI{K PER,INEDNAil RAKYAT 'BATU ARTOREJO'

STRUKTUR ORGAI{ISASI

Pelanggaran terhadap penerapan Tatq Kelalo. Bank
- Jumlah Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan, seharusnya terdapat 2

(dua) orang Komisaris, Bank hanya memiliki 1 (satu) anggota Komisaris
s4a.

B. PENGUIVGKAPAI{ PELAKSAITAAN GCG
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Acuan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OOT tentang perseroan

Terbatas, Direksi adatah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan,

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

I.XWAN

trOMISARIS

ADMNSTSdSI

NruDN
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di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board. of
Diredors Clwrtefi yang mengatur antara lain:
D Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
F Masa Jabatan Direksi;

F Rangkap Jabatan Direksi;

F Kewajiban, T\rgas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
F Aspek transparansi dan Larangan foagi Direksi;

F Orientasi dan Pelatihan Direksi;

F Etika dan Watrrfu Kerl'a Direksi;

F Rapat Direksi.

T\rgas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:
a. Memimpin dan mengurus BPRBAT sesuai dengan maksud dan tujuan

BPRBAT.

b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPRBAT untuk
kepentingan BPRBAT.

c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin
terselenggaranya fungsi audit internal datam setiap tingkatan
manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan

kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.

e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate

Gouernancel dalam setiap kegiatan usaha BPRBAT pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAT.

f. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang saham, Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
g. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal,
hasil pengawasan otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau
hasil pengawasan otoritas lain.
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i. Mempertanggungiawabkan peraksarlaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada pemegang saham melalui Rapat pemegang Saham.

Kewenangan Direksi, antara lain:
a. Mewakili BPRBAT di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, mengikat BpRBAT dengan pihak lain dan
pihak lain dengan BPRBAT, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BpRBAr.

b. Untuk pembuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seseorang atau
lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh Dkeksi dalam suatu surat kuasa khusus.

c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BpRBAr.
d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BpRBAr, termasuk

penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pegawai BPRBAT, berdasarkan peraturan perund.ang-undangan yang
berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum pemegang Saham.

e. Mengangkat dan memperhentikan pegawai BpRBAT berdasarkan
peraturan perusahaan BPRBAT.

f' Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BpRBAT di
datam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau
beberapa orang pegawai BPRBAT, baik sendiri maupun bersama- sarna
orang atau badan lain.

g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih
lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya,
Direksi wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BpRBAr,
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pembidangan T\rgas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai
berikut::rrl

1. Made Suartha Direktur Uta-a . Audit Internal

a

a

Keuangan dan

Perencanaan

Analisa Resiko

Kredit

Penyelamatan

Kredit

CashManagement

Recruitment

Sumber Daya

Manusia

Strategi dan

Pengembangan

Operasi dan

Layanan

Layanan Kredit
2. Ichwanul Ridwan Direktur YMFK Manajemen Resiko

Kepatuhan

Hukum

Sistem Informasi

Manjamen

Pembelajaran dan

Pengembangan

SDM

APU dan PPT

Jumlah Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2ol9,jumlah anggota Direksi BPRBAT adalah 2 (dua) orang,
terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direkbur Yang Membawahi Fungsi
Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi BPRBAT telah lulus Fit and. Proper Test dan
telah memperoleh surat persetujuarr dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh
anggota Direksi BPRBAT berdomisili pada provinsi yang sarna di Indonesia.
Susunan anggota Direksi BPRBAT berdasarkan Akta KepuLsan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Bank Perkreditan Ratryat Batu Artorejo Nomor 24

a

a

a

a
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tanggal 7 Pebruari 2OL9 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.O1.O3-O110785 tanggal 22 pebruart 2OLg

' sirsunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama

Mado Suattha
Jabatan DlreLtur Utama
Masa Jabatan 11 Peb' 2Ol9 zl d. tO Peb,202l
Tempat/Tanggal Lahir SlngaraJa, 18-3-1958
Pendidikan Terakhir S1 llmu Adm l{taga
Lama menjabat 25 Tahun
No Sertifikasi 65100 1210 6 3467 20L6
Masa berlaku Sertifikasi 6-ilatet-2O22
Pengalaman Kerja Terakhir Direktur Utama 8PR Batu

ArtoreJo

Nama Ichwanul Rldwan
Jabatan Dlrektur YMF Kepatuhan
Masa Jabatan 1l Peb'2Ot9 eld 1O Pob'2O21

Tempat/Tanggal Lahir Malang, 31-8-1971
Pendidikan Terakhir Sl Skonomi-Atuntansl
Lama Menjabat 18 Tahun

No Sertifikasi 65100 1210 6 347320L6
Masa berl,aku Sertitikasi

@ Dlrektur YMFK BPR Batu

llrtorejo

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris yang dilaksanakan Direksi:

daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;

memiliki potensi risiko tinggi akibat human elTor supaya dievaluasi dan
dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistim.

penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan
analisis yang memadai;

kecuali pedoman pemberian bonus kepad.a karyawan dan pengurus,

6-M,atet-ZO22

Nam4
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pedoman pemberian uang perjalan dinas, dan pembuatan job d.esciption
bagran legal kredit.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Acuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, serta

memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok

untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan
perusahaan, dan memberikal nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris
juga bertugas untuk memastikan terselengaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan (good eorporate gouernence) dalam setiap

kegiatan usaha BPRBAT pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

BPRBAT.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

independen.

Pedoman dan Tata Tertib Keq'a dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dewan

Komisaris (Board of Commis.sioners Chartel yang mengatur antara lain:
. Komposisi dan kreteria Dewan Komisaris;

o Komisarislndependen;

o Masa Jabatan Dewan Komisaris;

. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;

. Kewdiban, T\rgas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;

o Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris;

. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;

o Etika dan waktu Kerja Dewan Komisaris; 
i

o Rapat Dewan Komisaris
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Tugas dan Tanggung Jawab dewan Komisaris, antara rain:
1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusa_rl BpRBAr, jalannya

pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPRBAT
sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BpRBAr.

2. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan (Good Corporate Gouernancel dalam setiap kegiatan usaha
BPRBAT pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BpRBAr.

3. Mengaratrkaa, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis BPRBAT.

4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari
Internal Ar.rdit, Audit Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas tidak
terbatas pada otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran peraturan
pemndang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau
perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPRBAT.

6. Membentuk:

a. Komite Audit")

b. Komite Pernantau resiko; dann)

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.*)
* Jika ketenhtan perundang-undangan meuajibkan untuk membenhtk

Komite-Komite terse but .diatas.

7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris
telatr menjalankan tugasnya secara efektif.

8" Menyediakan waktu yarlg cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.

9. Menyelenggarakan rapat Dewan Kornisaris secara berkala, paling kurang 4
(empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali
dalam setahun.

1O' Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Mendistribusikan salinan risatah rapat Dewan Komisahis kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
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1. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh
BPRBAT.

Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BpRBAr.
Membebas tugaskan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota
Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar BPRBAT, merugikan BpRBAr, melalaikan kewajiban
dan / alau melanggar peraturan pen:ndang-undangan yang berlakr:.
Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran
Dasar BPRBAT, antara lain:

a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
pinjaman uang:

i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia/otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Perkreditan Ralryat;

ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtochfl:

Guna menjamin kewqjiban pembayaran kepada pihak rain atas hutang
BPRBAT terhadap pihak lain.

c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak

untuk kepentingan perusahaan.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Ralqyat Batu Artorejo
berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank
Perkreditan Rakyat Batu Artorejo Nomor 24 tanggal T pebruari 2oLg,
susunannya adalah sebagai berikut:

Nama

Agus Apriyono
Jabata:r Konlgerls Independcn

Masa Jabatarr 11 Peb'2O19 sld lO Peb,2O21

2.

3.

4.

5.

Tempat/Tanggal

Lahir

Malang, 16-Aprtl-1958

i

Sl Admtnistrasl Nlaga

Nama
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Pendidikan Terakhir 51 Adminlstrasi Itiaga
La:rra menjabat 18 Tahua
No Sertifikasi 65100 t2lo624232015
Masa sertifikasi 13-Desenbep?OZO
Pengalaman Kerja Komisarls BpR Batu Artorejo,
Terakhir BPR Tumpang p AttoreJo, BpR

Pare ArtoreJo

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi
Salah satLr tugas dan tanggung jawab Dewan Kornisaris adalah memberikan
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud
dan tujuan perusahaan.

Dalarn tahun 2019, nasihat dan rekomend.asi yang diberikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:
a. Berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya:

(1). Perkembangan bisnis BPRBAT perlu didukung dengan penerapan
manqjemen risiko dan tata kelola terintegrasi yang efektif dan efisien,
dan tetap sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

{2). Mengingat perkembangan ekonomi di dalam dan luar negeri yang
kurang kondusif, hendaknya dalam peraksanaan program/sasaran
bisnis yang disandang dalam Rencana Bisnis Bank agar tetap
memperhatikan aspek kehati-hati aa (prud.entiaQ d,an aspek kepatuhan
(compliancel serta dilakukan sosialisasi ke seluruh cabang dan unit
bisnis.

(3)' Permodalan akan semakin menjadi tantangan dalam beberapa tahun ke
depan sehingga diperlukan adanya capital planningyang baik.

b. Berkaitan dengan Manqjernen Risiko:
(1) Risiko lkedit

- Dalam penyaluran kredit, agar dihindari risiko konsentrasi yang
terlalu besar terhadap satu gruplindustri tertentu;

- supaya Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang
berkualitas;

(2) Risiko Operasional

adalah aspek pengamanan teknorogi informasr agar keungguran
BPRBAT dalam transactional banking dapat terjaga;

GOOD CORqORATE GOVERNANCE REQORT .BpR BAi2Ugo w-oN€ 1O/49



Regalatory complianceperlu mend.apat perhatian khusus dari semua
jajaran, tidak hanya dari segi pengendalian internar dan Audit
Internal tetapi agar mitigasi diadakan mu'lai d,ati front line;
supaya Direksi merakukan pengembangan produk dan rayanan
secafa terus mene*ls untuk menyikapi perkembangan digitat
banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

(3) Berkaitan dengan Audit:
Pendekatan berbasis risiko {nsk
Audit Internal dalam melakukan
trnternal dapat lebih fokus pada

berisiko tinggr.

based approaeh) menjadi penting bagi
penilaian/fungsi audit, sehingga Audit
permasalahan atau unit bisnis yang

3. Pelaksanaan Tugas pejabat Eksekutif Audit rntern
Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasional BPRBAT melalui kegiatan audit dan konsultasi
(consuJ:tingl yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Fungsi Audit Internal melakukal penilaian
atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian
internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern BpRBAT
yang rnembutuhkan.

PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama.
PE Audit Intern dijabat oleh Dwi Astutik dan telah tercatat pada administrasi
otoritas Jasa Keuangan melarui surat s-4o3/Ko.04r/2016 tanggal 14
Oktober 2A1O.

T\rgas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Internal
1' MenSrusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko

dan melaporkan realisasinya-

2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (iskmanagement),
pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola
(gouernance) untuk menilai kecukupan dan efektifitasnya.

3. Melaksanakan pengk4jian kualitas kredit.
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4' Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang
kegiatan yang diperiksa.

5' Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan
perrnintaan Dewan Kornisaris, Direksi, r.rnit kerja atau adanya indikasi
tertentu.

6' Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
yang telah dilakukan auditee atas rekornendasi hasil audit.

7. Berperan sebagai konsultan bagr pihak internal BpRBAT yang
membutuhkan.

8' MenSrusun program unluk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukan.

Independensi

Fungsi Audit Internal independen terhadap unit keq'a operasional dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi
langsung dengan Dewan Komisaris. Pertemuan Fungsi Audit Internal dengan
Direhur Utama setiap bulan, sedangkan pertemufil dengan Dewan Komisaris
terlaksana setiap semester.

PE Audit Intern masih belum sepenuhnya Independ.en, masih ikLrt serta dalam
operasional perusahaarn untuk tahun 2O2Q diharapkan dapat menjadi murni
independen.

Pelaporan

Fungsi Audit Intern menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi yang terdiri dari:

a. Laporan Hasil Audit;
b. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Internal rrraupun

Eksternal;

c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit/Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok

Hasil Internal Audit;
d. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit internal yang diperkirakan

dapat menggangu kelangsungan usaha Bank.

Program Kerja Pejabat Eksekutif Audit Intern
Program Kerja Rencana Audit 2AIg, memberi fokus pada:
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a. Penerapan Fungsi Kepatuhan bekerjasama dengan PE Kepatuhan dan pE

Perkreditan;

b. Penerapan Manajemen Resiko ke dalam Sistem Pengendalian Intern;
c. Pengawasan Batas Maksimum Pemberian lftedit;
d. Rencana Bisnis;

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan;

f. Perencanaan audit intern dan pelaks€rnaan audit 2Al9
g- Perencanaan pembuatan Laporan Tahunan Audit Intern zALg yang akan

diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan selambatnya akhir Januari 2A2O.

4. Fungsi Kepatuhan
Kedudukan PE Kepatuhan adalah setingkat Kepala Bagran dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang dijabat oleh Pueplta Ratnesari telah tercatat di administrasi OJK surat
No. s-102/Ko.0401L/2aL9 tanggal L4 Mei 2aL9. Pejabat Eksekutif
Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk seca.ra tersendiri dan bebas

dari pengamh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. PE Kepatuhan selain

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga

bertanggung j awab terhadap Manajemen Risiko dan pelaksanaan ketentuan

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRBAT, Dewan

Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif.
Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan

atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan

penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2OL9
Melakukan langkah-langkah mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan,

antara lain:

o Melakukan sosialiasi kebijakan intern dengan unit kerja terkait;
o Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan

yang berlaku;

o Menyediakan informasi peraturan OJK, dan regulator lainnya;

o Memastikan penyesuaian ketentuan internal a.nf"r, peraturan yang

berlaku.

GOOD CORPOf,IE GOVEEEAilcf NEPOBT 8PR E,rM,* m-ol{a 13/50



IH
,''},

aktivitas terkait Peaerapaa Asti pencucian uaag dan
Pencegahaa Pen4anaan ?erorisme {apu dan ppr} selama
ta.hun 2t} 19

Melakukan pembahasan tentang laporan transaksi keuangan simpanan
pihak ke tiga tentang LTKM setiap akhir bulan dengan baglan Dana.
Tidak terdapat aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas
serta bank koresponden:

Melaporkan Transaksi Keuangan
Tunai {CTR)

ir,frii?fli$;,i$ffii:ry11, ;5
liiiF,ffi :ilijiir?,ftiiti+1ffi
O transaksi-

IY o.

-

I

Transaksi Keuangan Mencurigakan
{STR}

O laporan

Menindaklanjuti permintaan data
dan informasi rekeningf keuangan
d ari:
> PPATK {Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan)
> KPK {Komisi Pembrantasan Korupsi}

0 laporan

Permintaan due dilligence CDD/EDD
dari Bank Koresponden

0 pe rmintaan

Indikator Kepatuhan
Indikator kepatuhan tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut:
o Rasio Kewqjiban Penyediaan Modal Minimum {cAR} sebesar 68.L9o/o;

o Tidak adapelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum
Femberian Kredit {BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada
kelompok usaha.

o Komitmen terhadap OJK dan regulator lainnya sebagian telah dipenuhi
dengan baik.

C. Kepenilikan Saham Direksi
Kepemilikan Saham Aaggota Direksi
Data dan informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Batu
Artorejo dan Group Usaha BPR posisi 3l Desember 2OI9 adalah sebagai berikut:

Made Suartha
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Ichwarrul

Ridwan

D. Pernyata&n Indbpendensi Anggota Direlsl
Ma5roritas anggota Direksi tidak memiliki hubungian keuangan, hubungan
kepemilikan saham, danlatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan anggota Dewan Kornisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang

saham pengendali, yang dapat meffryengaruhi kemampuannjra amtuk bertindak
independen.

EE Ilesen
Xontsaris

Ittletli
kmcgatg

Shem
Pcngcc*all

Y3 ?ldaf
Made

Suartla
- tcffianl-*

Ridwan

Direktur

Utsma

Direkhrr
\j

Ihrren Kootserls

Ye

Made Suartha

-* Ichwanul -
Ridwan

E. Kepemilikan $aham Dewan Komiesris
I(epem-iHlen Sah*m .*nggota .Dewaa Koalsarl€

E
Direli*ur

Utama

Direktur

DircfEat

Kcpcmtltlu f}*har*rtgg?ts Ec*a* Ifucffi

Pencgang

Saftsrn

Pengqdali

Y*YT

.l"'l

BPffiAr Baat X*in
LcEbngr

Semagra
'Buka Bant

Seruseheea

I*ta

Agus Apriyono
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F. Perayateaa Derac Konisaris:
i. anggota Dewan Komisaris tidak melebihi yang diperkenankan dalam

ketentuan yang berlaku, yaitu Anggota Dewan Komisaris hanya dapat
merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 {dua} BPR lain
atau BPRS,

ii. anggota Direksi atau Fejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank
Umum.

Dese*Xomfurris Dlrst*f
Fcocgagg"

Sahsq

PcageFdslt

Agus Apriyono
Komisaris

Indepnder: {

Agus Apriyono
Koruiearie

I;rlependen

Dc*es'Xosireris DilaH

tldit

.J

Pcacgang

6*haln
nen$mdeH

ttdet

{

Agus Apriyano menjabat j.uga sebagai Kemisaris di dua BPR terkait, yaifu BPR

T\rrnpang Prirna Artorejo dan Pare Artorejo.

G. Sttuktur Remunerasi
Rem,uneragi Direksi

Struktrrr Remunsasi yang menr*njukkan komponen remurlerasi dan jumlah

nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2Ol9
adalah sehagai berikut:

?unjangan 16.4sO

*m
2 I97.4AO

Tantiem
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Kompensasi berbasis Saham

Remunerasi: Bonus Tahunan

Bahan Bakar Minyak 63AO

Total 220.15(l
Mobil Dinas Dlrektur Utama

Remunerael Dew*n Komlsaria

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah
nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun

Tunjangan 3.000

Tantiem

Kompensasi berbasis

Saham

Remunerasi: Bonus

Tahunan

Perumahan

Transportasi {BBM} 4.12s
Asuransi Kesehatan

Total 4it.125
Mobil Dinas Komisaris

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRBAT selaku pemberi kerja kepad.a

pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan danlatau jasa yang telah
dilakukannya. G{i yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas,
adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi

2019 adalah sebagai berikut:

@ffi
Gaji 36.000
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dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adatah pegawai tetap
BPRBAT sampai batas pelaksana.

62.5 :37^5Rasio gaji Pegawai tertinggi dengan pegawai terendah

Rasio gaji Direktur tertinggi dengan Direktur terendah 61:39
Rasio gaji Kornieeris t€rtinggi dengan Komisaris terendatr lOO: 0
Rasio gqji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 77 :23
Rasio gaji Dteksi tertisggi dan Pegawai tertinggi 69: 31

I. Frekuensi Rapat Dewan Ksmisaris
Jadwal rapat Dewan Komisaris masih belum ditetapkan di awal tahun. Selama

tahun 2At9 Dewan Komisarjs BPRBAT tidak melaksanakan rapat Dewan

Komisaris yang seharusnya diselenggarakan 4 {empat} kali dalam setatrun, dan
dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pengambilan keputusan tidak dilahlkan dengan mllsyawarah mufakat. Dalam

hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan
berdasark€rn suara terbanyak.

Tidak terdapat keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat

mengikat. Perbedaan pendapat (dissenfing apinionl yarrg terjadi dalam rapat
Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta

alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan

Komisaris selama tahun 2A19 adalah sebagai berikut:

Juslah
Rnfat

Sedangkan, frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris {1 Komisaris} dan

Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan

selama tahun 2Ql9 adalah sebagai berikut:

Junleh
Rapat

4

Ksft*dirca Persent*re

Oo/o

Kehadlren

4

Perseatese

Kehadiran

100%

Agus Apriyono

Agus Apriyono
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I

I

Made Suartha lAOa/o

Ichwanul Ridwan lAOo/"

Keterangaa:

PT. BPR Batu Artorejo tidak memenuhi ketentuan FOJK mef,rgenai minimal
rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun yang
disebabkan jumlah Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan.
Topik/Materi Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

J. Penyimpangan fntern llnternal Fraudl-
Penyimpangan intern al lintemat froudl adalah penyimpangan / kecurangan yarrg

dilakukan oleh pengurr.s, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses

kerja dan kegiatan operasional BPRBAT.

Selama tahun 2o-19, tidak terdapat terdapat penyimpangan internal keuangan.

Dalaltpr6*-s
penyelmim di
intemal BPR

--Em-E]"pa;ffi--
penyelesaimya

-ffi'E6@-uretaluiprchukm

K. Permasalahaa Hukum
Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi dan rnasih dalam pro'ses penyelesaian sampai dengan
posisi 31 Desember 2org yang terjadi di PT. BPR Batu Artorejo
dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:

4

n
Total Flaud

--ffififfi--
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Telah selesai (telah mempunyai

kekuatan hukum tetap)

. Rp. 51 juta - 250 juta

. Rp. 251juta ke atas

Dalam proses penyelesaian

. Rp. 5l juta - 25O juta

. Rp. 251juta ke atas

Total

Total Ferkara

Keterangan:

Pelelangan agunan oleh KPKNL, kredit atas nama kredit fungrm Gazall nomor
rekening 07.5854/3 yang telah di hapus buku berupa tanah dan bangunan
belum ditindak lanjuti dengan baik oleh Direktur Utama.

L. Transakei Yang Mengandung Benturan Kepeatingan
Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara
kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kaqrawan
perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan kew4jibannya, angota Dewan Komisaris, Direksi
dan pegawai perusahaan harls mendahulukan kepentingan ekonomis
perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya,
oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang rnengandung unsur benturan
kepentingan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

' Pihak yang terlibat dalanr benturan kepentingan dilarang uatuk turut sert"a

dalam pembahasan dan menrbuat keputusan. Jika terjadi benturan
kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lain atau
pejabat one up leuel.

' Jika suatu Transaksi mempunyai benturan kepentin$an dengan seorang
Direktur, Kornisaris, Pemegang Saham Utama atau Pihak teraliliasi dari
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Direktur, Komisaris atau Pemegang saham utama mempunyai Benturan
Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetqiui
oleh para Pemegang saham Independen atau rvakil mereka yang diberi
wewenang untuk itu dalam Rapat Umum pemegang Saham.

Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam
risalah rapat dan dilaporkan ke Direktur Kepatuhan dan atau PE Kepatuhan
pada setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan GCG tahunan.

Transaksi Afiliasi yang terjadi Selama Tahun 2Ol9 antara lain:

IYo

Catering /Makanan Bu Ni Luh
Usaha milik istri Direktur Utama

Rp. 6.612 biar letrih mudah dalam pemilihan

menu untuk "selamatan" kantor
2.

Keterangaa:

Dalam tahun 2AL9, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan
kepentingan, dan Bank tidak memiliki kebijakan mengenai transaksi yang
mengandung benturan kepentingan.

M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan politik
BPRBAT berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada pihak
sendiri maupun pihak lain dan atau lembaga lainnya"

14.437Sumbangan atau donasi non lnstansi

Upacara Adat (lbadah) 335

Lernbaga lainnya/Partai politik

Total t4.&lt

N. Audit tkstern
Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan

Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 4s/poJK.osl2afi tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Ralgrat, maka:
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1. Laporan Keuangan BPRBAT telah diaudit oleh Akuntan publik yang
independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan
kemahirarr profesional secara cermat dan seksama {due profe.ssional carel.
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPRBAT melakukan audit sesuai dengan
standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang ringkup audit.
Masih belum menggunakan sarana RUps rahunan, untuk penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya honor pemeriksaan,
keputusan pemilihan KAP dan negosiasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, antara lain:

' MeruPakan Kantor Akuntan Public dan Akuntan Publik {partner in-
ctuzrgel yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

r Tidak memberikan jasa lain kepada BPRBAT pada tahun tersebut
sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.

r Kantor Akuntan Public memberikan jasa audit pating lama untuk
periode audit 3 {tiga} tahun buku berturut-furut.

r I(AP Adi Darmawan ditunjuk sebagai auditor BPRBAT untuk melakukan
audit atas laporan keuangan BPRBAT untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2oL9, dengan imbalan jasa sebesar Rp. 14,g5 juta
(termasuk PPN).

BPRBAT memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan publik untuk
menyampaikan Laporan keuangan yang telah diaudit laudit report) disertai
dengan surat Komentar (Management LettetJ kepada otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan
Keuangan BPRBAT

Keteangan

KantorA&urrtan Pubfik

2.

3.

4.

5.

tade Sudarrnr,

Tbomas, & Dewt

Adi Darmswrn Ifugroho dsn

Rekan

Aluntan ftrbltk ilader Sndarma Adt Darmawan

Ervanto
Adi Ilarmawen

Enranto

O. Transparansi Kondisi 1{suangan datr Non Keuangan
1. Transparansi kondisi keuangan BPRBAT

Informasi kondisi keuangan BPRBAT telah dituangkan secara jelas dan
transparan dalam beberapa laporan, diantarany" *.u*gl berikut:
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2. Transparansi Kondisi Non Keuangan BPRBAT

RUPS selarra Tabun 20lg

26 Januari 2O19 Pengunduran diri pengurus
p€rs€roan;
Pengangkatan kembali
Pengurue Perseroan.

T RUPS Tahuaaa 18 April 2O 19

Desember 2Ot8;

Laba;
F Penunjukan Akurrtan

Publik untuk pemeriksaan
pembukuan Bank untuk
tahun yang berakhir 2O19

rr. Hasil Penllalan senditi Pelakaernaen GcG {self Assessment)
PERIilGI(AT

KOWTOSIT

CUK
BAI

UP
K

2rI8

Mencermiakan rnanajemen BPRBAT telah melekukan
pellerapan Good corvnrate ctouernnneyang secara ulltum
Cukup BdL Hal ini tercelmin dari ada trremerruhan yang

kurang mernadai atas priasip-prinsip Ctxd CotTnrate

Gouemane^ Apabila ter.lapat kelemalran dalam penerapan

prinsip Good Corporate Crovemane, raaka secara umum
kelemahao yaog signifikan supaya dapat segera dilakukan
perbaiken oleh manajemen BPRBAT,

Pelaksanaan Gaad CorTnrate Gouernance pada semester II tahun }ALA ini dapat
dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan atau penerapan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Bank Batu Artorejo telah menunjukkan
Gauernance Outcome yang baik terutama terhadap Femenuhan komitmen
pencapaian target bisnis atas Rencana Bisnis Bank {busrnesg planl tatrun ZOlg
yang telah sesuai dengan harapan stakehotders. Namun terdapat nilal tidak

RUPS Luar Biasa
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memuaskan

sehanianye

iBAiI{-

pada faktor cPenanganan Benturan xepentingan", serringga
pefin$kat tsomposit heaaapat picdtt<et BAIK menJadt cuKup

Adapun ttigkat ltehcapaian terhadap rericatie bisriis per akhit Deselnber 2OLg
(semester II tahun z}tg) beberapa pos telah melarnpaui target yang ditetapkan,
hal ini terlihat dari beberapa item kinerl'a keuangan. Hat ini terjadi karena secara
cantinue dilakukan coaehing pada semua level jajaran Bank dengan penerapan
gouern'ance p/oceSs SeCara baik mehlui peruberhan bebeiapA kebijtrhan dan
strategi pengawasan; seperti monitoring dan evaluasi yang iebih intensif (dag by
daAl, maka hasilnya secara Aear on gear (toY) dibandingkan dengan reali:ati
tertrun 2018 kirrerja B€fik Batu Artorejo rnenuiljukkan peftumbuhan yallg sdngat
rnenggembirakan antara lain, dari sisi KREDIT tusrbuh sebesar 126.2A0/o5 LABA

meningkat sebesar l54.9Oo/o, dan ASET tumbuh sebesar LQ4.22oh Dan jika
dihadapkan dengan rencana blsnls tahun 2OI9 maka tingliat pencapaian dari
mAsin$-masin$ indikatoi kinefja alimeksud adehh unhik Kredit terdapai sebdsAi

li2,54d/o dan Laba sebesar \55,4To/o.

Pos yang ttdek tercepel baik secara realisasi atau target adalah penghimpuhan
dana pihak ketiga secara realisasi dengan tahun sebelumnya, DPK (realisasi) turun
menjadi g3-4!o/o atau terdapat penurunan 6.tgYo, tidak tercapai target yang
diharapkan sebesar 90.81% atau furun di bawah target sebesar g.Lg%.

Niimuii clcmikien mesih ffidepat kelcmahafl tuiigsi pengawesdn dan monitoring
terhadap kewajiban penyampaian laporan oleh pejabat supervisi unit kerja,
sehingga masih terdapat kewajiban membayar karena kesalahan/keterlambatan
penyampaieur koreksi laporan bulanan/data SLIK pada tahun 2OLg kepada

Otoritas, tetapi tidak signifikan. Untuk meningkatkan fungsi pengawas€rn agar
berperan lebih baik perlu ada proses pembelajaran yang dilakukan melalui
pembekalan berupa peningkatan pengetahuan yang mengarah pada pengetahuan
tedtaiig furlgsi pen$aWasad/monitoring daiLn kesei.darAn atas iisiko yeulg mijngkin
terjadi,
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Kesimpulan:

tserdasarkan analisls penilaian sendiri (sefassessmentl terhadap aspek gouernance
,, "ii -' structure, gouerrLqnce process, dan gouernance outcome pada masing-masing faktor

Penilaian Peiaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:
A. Clotrernance Strwctttre :

1. Faktor Positif asiiek gouetndnce stnicture, dapat dikefhukakad bahwa secara
struktur tata kelola' BPRBA.T telah memiliki orgarl yang tetrah sesuai dengan
ketentuan Bank Perkreditan Rakyat seperti Kornisaris, Direksi, pejabat

Eksekutif di bawah Direksi seperti Fejabat Eksekutif Audit Intern, Risk
Manqjemen, Kepatuhan, APU dan PPT untuk pemenuhan kecukupan
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,

Secara infrastruktur tata kelola, BPR BAr Pos telah memiliki kebijakan dan
prosedur-ftrosedur operasional tertulis disetlap unit kerja dan pada setiai)
level posisi organisasi serta telah dilengkapi dengan jab deseription yartg
jelas.

2. Faktoi Neeatif Aspek QouernaiaA stnii?fure, dapat dijelaSkan bahwa:
8; walaupun dari jumlah dan komposisi Direksi terpenuhi namun anggota

Komisaris tidak sesuai ketentuan minimal, BPRBAT pada bulan
desetnbef 2019 telzrh rnengdulrafi calon ahggota Dewafl Korhisdi,is
untuk dilakukan frt and proper test oleh OJK;

b' BPR BAr belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur jika terjadi
benturan kepentingan.

B. (Jprver*anee Proeess

1. Faktor Positif aspek gouernanceprocess dapat dijelaskan bahwa:
a. efektifitas pfoses pelaksarraafl priflsip GCG telah berjalan derigan baik,

walaupun dengan dukungan ketersed.iaan struktur yang terbatas
karena belum seluruh anggota pengurus perseroan memperoleh
persetujuan fit andproper test, namun karena kecukupan infrastruktur
sepeftiiob descripfian masin$-niasing lcvel fungsi ofganisesi yang sudah
memadai, maka implementasi operasional tetap dapat berproses dengan
baik;

b. Dalam hat terjadi benturan kepentingafl, anggota Dewaii Komisaris,
anggota Direksi, dan pejabat Eksekutif sangat blrkomitnent tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi
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keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.

2. Faktor Negatif aspek gouernance process adalah

a. masih terdapat beberapa pedoman atau kebijakan yang belum dikinikan
darn belum dibuat, niunun tidak bernyak berl5engirrirh terhadap pioses
operasiond karena pedornan yslg ada rnasih relevan dengasr kondisi
yang ada;

b. Fungsi pengawasan berkurang dikarenakan Dewari Komisaris jumlah
anggota hanya 1 {satu) orang saja sehingga tidak terjadi musyawarah
untuk mufakat;

c. Pengawasan sistem pengendalian intern kususnya untuk risiko kredit
masih lerhah, PE Audit Interfl belurfi selieiluhhya indepenijeht.

C. fuvernance Outcome:
1. Faktor Positif aspek gouernance outcame dapat di,jelaskan bahwa:

a. Kinerja BPRBAT pada posiSi 31 Desembei 2AL9 telah menunjukkan
pertumbuhan bisnis yang secara (YoY) meningkat signifikan, masing-
masing menunjukkan hal"hal seperti misalnya: hasil secara gear on gear
(YoY) dibandingkan dengari reellse$l terhun 2018 kinerja Bank Batu
Artorejo rnenunjukkan pertunebuhan yang sangat rnenggernbiraka4

antara lain, dari sisi KREDIT tumbuh sebesar L26.2Oo/o, LABA
meningkat sebesar I54.9Oo/o, dan ASET tumbuh sebesar lO4.22Vo Dart
jika dihadapkan den$an fGileeiie bidnia tahun 2AIg maka tingkat
pencapaian dari masing-masing indikator kineq'a dimaksud adalah
untuk I{redit tercapai sebesar LL2.54o/a dan Laba sebesar 155.40%;

b. NPL tarhun sebelurrinya sebesif 2A.690/o rnenjadi LA.2S%.

2. Faktor Neeatif aspek gouernanee outeome BPRBAT bahwa:

a. fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal
SehinggA menyebebkan maSih tefdapat laporan yang teflembat
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengenai
koreksi data/eleansfng data SLIK tahun 2Ol9 sehingga terdapat sanksi
denda rnernbayar kepada otorltas narnun tidak rnaterial.
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Dan tidak terdapat laporan rapat pengawasan oleh Dewan Komisaris
sama sekali yang disebabkan anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu)
orang s4ia;

Tidak terdapat benturan kepentingan, narnun BpR BAr belum memiliki
kebijakan intern berkaitan dengan hal tersebut, yang sewaktu-waktu
dapat dipergunakan sebagai acuan untuk penyelesaiannya;

NPL masih tinggi di atas 5.00%;

Masih terdapat beberapa komitmen atas pemeriksaan oleh oJK pada
tahun lalu masih belum ditindak lanjuti oleh Direksi.

III. Penutup

Demikian gambaran umurn pelaksanaan Good" Corparate Gauernance Bank
Perkreditan Rakyat Batu Artorejo selama tahun 2QLg, dan diharapkan dengan
adanya tata kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja
BPRBAT, memperkuat kondisi perbankan Nasional sesuai Arsitektur perbankan

Indonesia (APD melindungi kepentingan Sta.keholders d.an meningkatkan
kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
nilai-nilai, kepemimpinan, dan kebersamaarl yang dianut BpRBAr.

Batu, 25 Pebruari 2O2O
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